
a. bahwa dalam rangka percepatan penyesuaian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
2020 dalam rangka penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (Couid-19) serta pengamanan daya beli 
masyarakat dan perekonomian nasional, rnalca perlu 
dilakukan penyesuaian RKA-OPD/PPKD; 

b. bahwa guna menindaklanjuti Keputusan Bersama 
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 
119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.7/2020 tentang 
Percepatan Penyesuaian Pendapatan dan Belanja 
DaerahTah un 2020 dalam rangka Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta 
Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan 
Perekonomian Nasional, maka Pemerintah Daerah 
perlu melakukan refocusing Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

c. bahwa guna ketertiban administrasi dan kelancaran 
pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 di 
Kabupatcn Sabu Raijua, maka Peraturan Bupati 
Sabu Raijua Nomor 38 Tahun 2019 ten tang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Ang'garan 
2020 perlu diubah/ disesuaikan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu 

' menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 38 Tahun 
2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 

fu\Anggaran 2020; ~ 

Menimbang 

BUPATI SABU RAIJUA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA NOMOR 38 TAHUN 2019 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2020 

TENT ANG 

BUPATI SABU RAIJUA 
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA 

NOMOR : 11 TAHUN 2020. 

... 



v 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sahu Raijua Di Provinsi 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587)sebagai mana telah beberapakali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 
Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6485); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

J\A2011 Nomor 310); ~ 

Mengingat 



8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2019 
tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana 
Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 
Anggaran 2020 (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1782); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus 
Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1783}; 

10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan 
Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan 
Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 
2020 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1732); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 249); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
35/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke 
Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam 
Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) Dan/ Atau Menghadapi Ancaman 
Yang Memhahayakan Perekonomian Nasional (Berita 
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); 

13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan 
Menteri Keuangan Nomor: 119/2813/SJ dan Nomor 
177 /KMK.07 /2020 tentang Percepatan Penyesuaian 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 
2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya 
Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten 
Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan 
Lernbaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 6); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 5 
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Kabupaten Sahu Raijua Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sahu 
Raijua Tahun 2019 Nomor 5); 

16. Peraturan Bupati Sahu Raijua Nomor 38 Tahun 
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Kabupaten Sahu Raijua Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sabu 

tvfaijua Tahun 2019 Nomor 38).~ 

u 



Pasal 2 
Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

Jt11imaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.~ 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

v 1. Pendapatan 
a. Semula Rp 718.772.071.593,00 
b. Bertambah/(Berkurang) Rp (70.370.380.625,00) 
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp 648.401.690. 968,00 

2. Belanja 
a. Semula Rp 834.754.440.111,00 
b. Bertambah/(Berkurang) Rp (70.370.380.625,00) 
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp 764.384.059.486,00 
Surplus/ (Defisit) Setelah Peru bahan. Rp ( 115. 982.368.518,00) 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 

1. Semula Rp 120.982.368.518,00 
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 120.982.368.518,00 
u b. Pengeluaraan 

1. Semula Rp 5. 000. 000. 000, 00 
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan. Rp 5.000.000.000,00 
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Rp 115.982.368.518,00 
Perubahan. 
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah Rp 0,00 
Perubahan 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai 
berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sahu Raijua Nomor 38 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu 
Raijua Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI SABU RAIJUA NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2020. 

MEMUTUSKAN : 

.. •., 



\ ~r- PTEN E LOGO. 
!:~\l~- __ -_;,,- 

Mt1BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020 NOMOR: 11. ~ 

Diundangkan di Seba. 
pada tanggal 23 April 2020. 

~~~~~~UPATEN SABU RAIJUA,/ 

. RIHI HEKE 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua . 

Pasal II 

5. Lampiran I diubah, sebagaimana tercanturn dalam Lampiran I Peraturan 
Bupati ini. 

6. Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan 
Bupati ini. 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 
Pclaksanaan Anggaran Organisasi Pcrangkat Daerah dan selanju tnya ditampung 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. 

Pasal 5 

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

. . .. 


